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RINGKASAN 

Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini, untuk mengkaji tentang Undang­

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda­

Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam masalah menunjang adanya aktifitas 

hukum perbankan nasional dan perkreditan. 

Pada Prinsipnya kelahiran Undang-Undang Hak Tanggungan ini adalah 

untuk mewujudkan terciptanya suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang mampu 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perlu diketahui 

bahwa sebelum lahimya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan telah ada lembaga jaminan hak atas tanah yaitu "hypotheek" dan 

"credietverband". Hypotheek yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, sedangkan Credietverband diatur dalam Staatsblad 1908-542 

diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 

Berkaitan dengan eksekusi obyek hak tanggungan untuk mengatasi kredit 

macet perbankan, memberi kedudukan kepada pemberi dan penerima Hak 

Tanggungan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan yang harus tertulis dalam 

perjanjian antara pihak-pihak yang saling berhadapan yaitu debitor sebagai 

pemberi hak tanggungan dan kreditor sebagai pemegang atau penerima hak 

tanggungan. Dalam hal ini dipertegas dalam pasal 8 Undang-Undang Hak 



Tanggungan yang menyatakan ''yang menjadi pemberi hak tanggungan adalah 

orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas negara". 

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank hams mempunYaI 

keyakinan atas kemampuan debitor untuk melunasi hutangnya, karena 

dimungkinkan muncuI kredit bermasalah atau macet dikemudian hari. Apabila ada 

debitor yang cidera janji atau wanprestatie, maka dalam undang-undang ini, 

memberikan hak kepada kreditor selaku pemegang hak tanggungan yang 

dimilikinya melalui mekanisme "parate executorial dan titel executorial". 

Disamping itu, Undang-Undang Hak Tanggungan-pun memberikan kesempatan 

mengenai penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan apabila 

pemberi dan pemegang hak tanggungan sepakat meskipun tanpa kreteria yang 

jelas mengenai syarat-syarat yang hams dipenuhi untuk melakukan obyek 

penjualan secara dibawah tangan. 

Sebagaimana diketahui bahwa dengan kelahiran Undang-Undang Hak 

Tanggungan maka telah tuntas sudah unifikasi dibidang hak atas tanah. Namun 

demikian apabila bercermin dari kegagalan hypotheek dan creditverband masa 

lalu, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan dalam undang-undang ini, 

khususnya yang berkaitan dengan Pembebanan Hak Tanggungan, Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT), pendaftaran dan eksekusi Hak Tanggungan. Mengingat 



dalam praktek beberapa hak tersebut diatas dikhawatirkan akan menimbulkan 

kendala, yang akhimya justru tidak mendukung dalil-dalil efisiensi yang dipegang 

teguh para pelaku ekonomi, seperti proses dan prosedur yang berbelit, waktu yang 

lama serta biaya yang cukup tinggi. Hal tersebut akan berdampak tidak adanya 

perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait. 


